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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Related Party Transaction
(RPT) dan kepemilikan pemerintah terhadap agresivitas pajak serta menguji
perbedaan tingkat agresivitas pajak sebelum dan setelah berlakunya fasilitas
penurunan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Badan. Agresivitas pajak diukur
menggunakan Cash Effective Tax Rate (CETR). Sampel penelitian terdiri dari 10
perusahaan manufaktur sub sektor material konstruksi, farmasi, baja dan besi, serta
makanan olahan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan periode
pengamatan tahun 2016–2024. Hasil penelitian menunjukkan bahwa RPT dan
kepemilikan pemerintah tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Selain itu,
tidak terdapat perbedaan tingkat agresivitas pajak sebelum dan setelah berlakunya
fasilitas penurunan tarif PPh Badan. Sebagai analisis tambahan, uji compare means
menunjukkan bahwa tingkat agresivitas pajak dari yang paling tinggi hingga paling
rendah berturut-turut yaitu perusahaan manufaktur sub sektor baja dan besi,
farmasi, material konstruksi, dan makanan olahan.

Kata kunci: Related Party Transaction, Kepemilikan Pemerintah, Agresivitas
Pajak, CETR, PPh Badan


